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 Hak Pengelolaan adalah hak menguasai tanah dari negara yang 
kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya. 
Bagian-bagian tanah Hak Pengelolaan tersebut dapat diberikan kepada pihak lain 
dengan Hak Milik, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai. Pemberiannya dilakukan 
oleh Pejabat Badan Pertanahan Nasional yang berwenang, atas usul pemegang 
Hak Pengelolaan yang bersangkutan. Salah satu wewenang pemegang hak 
pengelolaan terhadap tanahnya adalah menyerahkan bagian-bagian tanah hak 
pengelolaan kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga. 
Berdasarkan penyerahan bagian-bagian tanah hak pengelolaan kepada pihak 
ketiga, maka hak atas tanah yang diperoleh pihak ketiga dari tanah hak 
pengelolaan adalah hak guna bangunan, hak pakai, atau hak milik.  
 Mengenai Hak Guna Bangunan, seluruh ketentuan-ketentuan yang 
mengatur mengenai Hak Guna Bangunan pada umumnya berlaku pula bagi Hak 
Guna Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan dengan ketentuan bahwa 
sepanjang mengenai penggunaannya setiap pemegang Hak Guna Bangunan, 
terikat oleh syarat penggunaan yang ditentukan dalam perjanjian pemberian 
penggunaan tanah antara pemegang Hak Pengelolaan dengan pemegang Hak 
Guna Bangunan.  Belum ada Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur 
secara khusus tentang bangunan yang berdiri di atas Hak Pengelolaan tersebut  
memunculkan permasalahan tentang bagaimana jika Hak Guna Bangunan tersebut 
dijadikan jaminan hutang dan kemudian bagaimana perlindungan bagi kreditur 
pada saat akan melakukan eksekusi jika pihak yang menjadi debitur  wanprestasi.   
 Dari uraian diatas maka yang ingin penulis kemukakan dalam penelitian 
ini adalah : 
 
1. Apakah hak guna bangunan di atas hak pengelolaan dapat dijadikan obyek 
jaminan? 
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi kreditur atas jaminan Hak 
Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan pada saat debitur wanprestasi? 
 
 Dari permasalah yang tersebut diatas, maka hasil penelitian penulis 
adalah sebagai berikut, Hak Guna Bangunan yang berdiri di atas Tanah Hak 
Pengelolaan dapat dibebani Hak Tanggungan atau dengan kata lain dapat 
dijadikan sebagai objek jaminan.  Hak Tanggungan hanya dapat dibebankan 
kepada Hak Guna Bangunan di atas Tanah Hak Pengelolaan yang berasal dari 
Negara. Pembebanan hak tanggungan diatas tanah hak guna bangunan atas tanah 
hak pengelolaan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pemegang 
hak pengelolaan.  
 Perlindungan hukum terhadap kreditur atas jaminan Hak Guna 
Bangunan yang berdiri di atas Tanah Hak Pengelolaan lahir berdasarkan 
keharusan adanya aturan Izin tertulis dari Pemegang Hak Pengelolaan. Dari izin 
tertulis tersebut dapat diketahui bagaimana perjanjian awal antara pemilik Hak 




berdirinya Hak Guna Bangunan tersebut apakah sudah akan habis masa 
berlakunya atau masih panjang dan apakah pemegang Hak Pengelolaan bersedia 
memberikan persetujuan perpanjangan jangka waktu berlakunya Hak Guna 
Bangunan apabila nanti telah berakhir jangka waktu Hak Guna Bangunan 
tersebut.  
 Saran penulis adalah diperlukan adanya Peraturan Perundang-Undangan 
yang lebih jelas mengatur mengenai diperbolehkannya Hak Guna Bangunan yang 
berdiri di atas Tanah Hak Pengelolaan untuk dibebani dengan Hak Tanggungan, 
serta diperlukan adanya kehati-hatian dari kreditur dalam memberikan kredit 
dengan jaminan Sertifikat Hak Guna Bangunan yang berdiri di atas tanah Hak 

































 Hak Pengelolaan merupakan hak menguasai atas tanah dari negara yang 
kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya. Tanah 
Hak Pengelolaan dapat diberikan kepada pihak lain yang salah satunya melalui 
Hak Guna Bangunan. Seluruh ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai Hak 
Guna Bangunan pada umumnya berlaku pula bagi Hak Guna Bangunan di atas 
tanah Hak Pengelolaan. Belum ada Peraturan Perundang-Undangan yang 
mengatur secara khusus tentang bangunan yang berdiri di atas Hak Pengelolaan 
tersebut  memunculkan permasalahan tentang bagaimana jika Hak Guna 
Bangunan tersebut dijadikan jaminan hutang dan kemudian bagaimana 
perlindungan bagi kreditur pada saat akan melakukan eksekusi jika pihak yang 
menjadi debitur  wanprestasi.    
 Penulis dalam tesis ingin mengkaji dan menganalisa tentang apakah hak 
guna bangunan di atas hak pengelolaan dapat dijadikan obyek jaminan dan bentuk 
perlindungan hukum bagi kreditur atas jaminan Hak Guna Bangunan diatas Hak 
Pengelolaan pada saat debitur wanprestasi. 
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, 
dengan menggunakan 2 metode pendekatan yaitu pendekatan undang-undang dan 
pendekatan konseptual. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa Hak Guna Bangunan yang berdiri 
di atas Tanah Hak Pengelolaan dapat dibebani Hak Tanggungan.  Hak 
Tanggungan hanya dapat dibebankan kepada Hak Guna Bangunan di atas Tanah 
Hak Pengelolaan yang berasal dari Negara. Pembebanan hak tanggungan diatas 
tanah hak guna bangunan atas tanah hak pengelolaan harus mendapatkan 
persetujuan terlebih dahulu dari pemegang hak pengelolaan. 
Perlindungan hukum terhadap kreditur atas jaminan Hak Guna 
Bangunan yang berdiri di atas Tanah Hak Pengelolaan lahir berdasarkan 
keharusan adanya aturan Izin tertulis dari Pemegang Hak Pengelolaan. Dari izin 
tertulis tersebut dapat diketahui bagaimana perjanjian awal antara pemilik Hak 
Guna Bangunan dengan pemegang Hak Pengelolan mengenai jangka waktu 
berdirinya Hak Guna Bangunan tersebut apakah sudah akan habis masa 
berlakunya atau masih panjang dan apakah pemegang Hak Pengelolaan bersedia 
memberikan persetujuan perpanjangan jangka waktu berlakunya Hak Guna 

















 Management Rights is the right to control over the land from the state 
authority delegated to the holder partial implementation . Land Management 
Rights may be granted to another party one through Broking . The whole 
provisions governing Broking generally applies to Broking on the land 
management right . No Regulation Legislation that specifically regulates the 
building standing on the Management Rights raises the issue of how if Broking 
will serve as collateral and then how the protection of creditors at the time of 
going to execute if the party becomes the debtor defaults . 
 
 The author 's thesis want to review and analyze whether the building 
rights over management rights can be the object of collateral and forms of legal 
protection for creditors on bail Broking over management rights at the time the 
debtor defaults . 
 
 The method used is a normative legal research , using two methods of 
approach that approach legislation and conceptual approaches . 
 
 The results showed that Broking who stood on the Land Rights 
Management may be charged Mortgage . Mortgage can only be charged to the 
Building Rights on Land Management Rights derived from the State . Imposition 
of encumbrance above ground building rights on land management rights must 
receive prior approval from the concessionaires . 
 
 Legal protection against creditors on bail Broking which stands on land 
management rights based upon the necessity of rules written permission from the 
Rightsholders Management . From the written permission can be known how the 
initial agreement between owners Broking by holders of Rights management of 
the founding period Broking it if it expires or is still long and whether the holders 
of the Rights Management is willing to approve the extension of the period of 
validity Broking if you later have ended a period of the Broking . 
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1) Hak Guna Bangunan yang berdiri di atas Tanah Hak Pengelolaan dapat 
dibebani Hak Tanggungan.  Hak Tanggungan hanya dapat dibebankan 
kepada Hak Guna Bangunan di atas Tanah Hak Pengelolaan yang berasal 
dari Negara. Pembebanan hak tanggungan diatas tanah hak guna bangunan 
atas tanah hak pengelolaan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu 
dari pemegang hak pengelolaan. 
2) Perlindungan hukum terhadap kreditur atas jaminan Hak Guna Bangunan 
yang berdiri di atas Tanah Hak Pengelolaan lahir berdasarkan keharusan 
adanya aturan Izin tertulis dari Pemegang Hak Pengelolaan. Melalui izin 
tersebut pemegang hak pengelolaan secara tidak langsung memberikan 
perlindungan hukum bagi kreditur. Pada saat debitur wanprestasi maka 
berdasarkan izin dari pemegang hak pengelolaan yang sebelumnya pernah 
diberikan pada saat debitur hendak menjaminkan Hak Guna Bangunan 
yang berdiri di atas Tanah Hak Pengelolaan maka terhadap bangunan 









1) Diperlukan adanya Peraturan Perundang-Undangan yang lebih jelas 
mengatur mengenai diperbolehkannya Hak Guna Bangunan yang berdiri di 
atas Tanah Hak Pengelolaan untuk dibebani dengan Hak Tanggungan. 
2) Diperlukan adanya kehati-hatian dari kreditur dalam memberikan kredit 
dengan jaminan Sertifikat Hak Guna Bangunan yang berdiri di atas tanah 
Hak Pengelolaan agar tidak terjadi kerugian di kemudian hari akibat 
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